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KEPUTUSAN 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
PROVINSI SUMATERA BARAT 

NOMOR • 08 I SB I 2015 

TENTANG 

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
PROVINSI SUMATERA BARAT TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH 

TENTANG PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI 

Menimbang 

Mcngingat 

UNTUK DITETI\PKAN MENJADI PERATURAN DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
PROVINSI SUMATERA BARAT 

a. bahwa dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Provinsi Surnatera Barat tanggal·ll Februari 2015, Gubernur telah 
menyampaikan Nota Pengantar terhadap rancangan peraturan 
daerah tentang Pembinaan Jasa Kons1ruksi; 

b. bahwa terhadap rancangan peratur~n daerah tentang Pembinaan Jasa 
Konstruksi sebagaimana dimaksud huruf a, dibahas sesuai dengan tahapan 
pembahasan rancangan peraturan daerah yang diatur dalam Peraturan Tata 
Tertib; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum pada 

hunif a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Persetujuan Dewan 
Perwakil~n Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap 
rancangan peraturan daer~h tentang Pembinaan Jasa Konstruksi. 

1. Paso! 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia 

Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nom or 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang­

Undang Darur~t Nomor 19 Tahun 1957 Tentang Pc:mbentukan 

Daerah-daerah Swatantru Tingkat I Sumatera r:larat, Jambi dan Riau 

Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 
112) jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979, tentang 

Pemindahan lbukota Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera flarat dari 

Buki~tinggi ke Padang (Lembilran Negara Tahun 1979 Nomor 44 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3146); 

3. \Jndang· Undang Nom or 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi 

(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 5~, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3833); 

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Lentang Arbitrase dan 
Alternat;f Pilihan Pcnyelesaicn SenGket<• (Lc,mbaran Negara Tahun 

1999 Nomor 138, Tambahon Lembaran Negar<J Republik Indonesia 

Nomor 3872); 

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tent<Jng Bangunan Gedung 

(Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134, T;unbilhan Lembaran 
Negra Republik lndonesio Nomor 42~7); 
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6. Undang-Undang Nornor 13 TQhun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

Gedung (Lembaran Negara Tahun 2003 Nornor4279, Tarnbahan 

Lernbaran Negra Republik Indonesia Nomor 39); 

7. Undang-Undang Nornor 11 Tahun 2008 tentang lnforrnasi dan 

Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nornor 58, 

Tambahan Lembaran Negra 1\epublik lndonesiQ Nomor 4843); 

8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentane Pengadaan Tanah 

Bagi Bangunan Untuk Kepentingiln Umum (Lemboran Negara Tahun 

2012 Nomor 22, Tambahan Lernbaran Negril Republik Indonesia 

i\lomor 5280); 

9. Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentanp, Pernerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nornor 244, Tambahan 
Lembaran Negra Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 5587), 

sebagairnan telah d1ubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2015 tentang Penetapan Pcraturan Pernerintoh Penganti Undang­
Undang Nornor 2 ·1 a hun 2014 ten tang Perubahan At as Undang­

Undang "ornor 23 Tahun 2014 tentanc Pernerintahan Daerah 
menjadi Undang-Undang ('Lembaran Negara Hepublik Tahun 2015 
Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 5657); 

10. Peraturan Pemerintahan Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan 

Peran Masyarakat Jasa Kontruksi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3955), sebagaiman telah diubah dengan 

Peraturiln Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintahan Nornor 28 Tahun 2000 tentang Usaha 

dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5092); 

11. Peraturan Pemerintahan Nomor 29 Tahun 2000 tentang 
Penyelengg;;raan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan LeiTbaran Negara 
Republi~ Indonesia Nomor 3956); 

12. Peraturan Pemerintahan Nomor 30 Tahun 2000 tentang 

Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara 
Repub\ik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Jndonesin Nomor 3956); 

13. Peraturan Pemerintahan Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan 
Sistim Managemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Lembaran 
Negara Tahun 2012 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 530); 

14. Peraturan' Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama 
Pemerintahan dengan Bad an Usaha dalam Penyedian lnfrastruktur; 

15. Peraturan Menteci Pekerjdan Umurn Nomor 08/PRT 1 M /2011 

tentang Pernbagian Subk\asifikasi dan Subklasifikasi Usaha Jasa 
Konstruksi; 

1G. Peraturnn Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Pedoman Sistem Monajcmen Keselamat<m dan Kesehatan Kerja 
(SMK3) Konstruksi B1dang Pekerjaan Urnum; 
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17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2011 
tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Provins1 Sumatera 

Barat Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 

Sum~tera Barat Nomor 57); 

18. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera 

Barat Nom or 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib; 

1. Laporan hasil pembahasan Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Provinsi Sumatera Barat yang disampaikan pada Rapat 

Paripurna tanggal15 April 2015. 

2. f'endapat akhir Fraksi-Fraksi yang disampaikan pada Rapat Paripurna 

tanggal15 April 2015. 

MEMUTUSKAN 

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI 

SUMATERA BARAT TENTANG PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN 

RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TU\HADAP RANCANGAN 

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI 

MENJADI PERATURAN DAERAH 

Menyetujui rancangan peraturan daerilh tentilnt:; Pembinaan Jasa 

Konstruksi menjadi Peraturan Daerah. 

Rancangan peraturan daerah sebagairnana dimaksud dalam diktum 

PERTAMA s~belum ditctapkan menjadi rncnjadi Peraturan Daerah 

terlebih dahulu dilakukan persetujuan bersama antara DPRD dengan 

Permerintah Daerah yant; dituant;kan dalilm Notil Persetujuan Bersama 

yang ditanda taneoni oleh Gubernur dun Pimpiniln DPRD. 

Nota Persett..juan sebagaimana dimaksucl dolam Diktum KEDUA diatas, 

merupakan l~mpiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini. 

Keputusan ini berlaku pad a tuneeul ditetapkan. 

Ditetapkan di 

Pad a ta,1ggal 

DEWAN PER 

lr. H. ARKADI Dt. I NT AN BANO, MM, MBA 


